Dr. Imam Mahdi, SH., MH
Drs. H. Supardi, M. Ag
Wery Gusmansyah, MH

Pemberian Bantuan

HUKUM

 Terhadap M ASY ARAKAT

MISKIN

(Studi Pada LKBH IAIN Bengkulu)

—— e ————

Penerbit CV.Zigie Utama




Pemberian Bantuan Hukwom Terkadap Masyara kat Miskin

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP
~ MASYARAKAT MISKIN
~ (Studi Pada LKBH IAIN Bengkulu)

e Y AN



i SH.,MH, l)rs.l{.ﬁnpm'cli. M.Ag, Wery Gusmansyah, M '

Dr. lmam Mahd

pEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP
VASYARAKAT MISKIN

(Studi Pada LKBH IAIN Bengkulu)

Tim Penulis: ‘g T

[mam Mahdi B
H. Supardi

Wery Gusmansyah

Editor:
Toha Andiko

Layout Isi dan Sampul
Zigie Utama Creative

ISBN 978-623-91388-9-9
vi, 99 Hlm, 14x21 Cm

Diterbitkan Oleh: %
Penerbit CV. Zigie Utama

3-



pemberian Bantuan Hukwm Terhadap Ma syarakat Miskin

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT
Tuhan Yang Maha Esa, atas perkanan, tuntunan dan perlindungan
Nya, sehingga buku dengan Judul Pemberian Bantuan Hukum
Terhadap Masyarakat Miskin dapat diselesaikan dengan baik.
Shalawat dalam selalu tercurahkan buat Nabi Muhammad SAW.

Buku ini diharapkan dapat memberikan solusi dan
sumbangan pemikiran terhadap permasalahan hukum yang ada
terutama masalah bantuan hukum bagi masyarakat yang Kurang
mampu. Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan buku ini
untuk memenuhi kelengakapan bahan ajar baik bagi pengajar
maupun bagi mahasiswa dalam mempelajari dan memahami
tentang ilmu-ilmu hukum.

Buku ini dapat diselesaikan berkat adanya bantuan dari
berbagai pihak. Tidak ada kata yang paling indah disampaikan
selain ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah

" membantu dan berjasa dalam pembuatan buku ini.

Buku ini hasil dari penelitian, penulis sadari masih jauh
dari kesempurnaan. Akhirnya, semoga buku ini memberikan

. mfaat bagi masyarakat dan kita semua., Aamiin.

i vl gL Bengkulu, Agustus 2019
ol Rl Tim Penulis
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bantuan hukum seharusnya memperhatikan
faktor-faktor yang menyebabkan ketidakadilan bagi
masyarakat miskin dan faktor-faktor penghambat
ketika masyarakat miskin berusaha mengakses
bantuan hukum tersebut. Pengalaman masyarakat
- miskin ketika mengakses bantuan hukum itulah yang
| p}gemudlan dituangkan dalam berbagai peraturan
- perundang-undangan mengenai bantuan hukum

sehing _;bantuan hukum tidak semata-mata diartikan
a dari maﬁara kepada masyarakat miskin

lek rmtgs yang dihadapi.

el tiap warga negara
3 f.il n}uka hukum,
, adilan - melalui
kaya ~dan
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Ny, [mam AMalidt,

u untuk membayar advokat, hal
abkan tidak ada perlakuan yang
engakses keadilan.
alah tidak adanya
yang sama bagi setiap warganegara

g sama dimuka

kan perlakuan yan
n doktrinnya keadilan harus dapat

ua warga negara tanpa terkecuali

tidak mamp

hukum untuk m

plem dasar yang muncul ad

perluasaan akses

untuk mendapat
ukum meskipu
diakses oleh sem

(justice for all/accessible to all) !
Kemiskinan telah ~membawa bencana bagi

tidak hanya secara ekonomis tetapi juga
k. Seorang kaya yang biasanya
akrab dengan kekuasaan dapat menerjemahkan
keadilan dengan kekuasaan yang dimilikinya. Hal ini
L menyebabkan ketidakadilan. ~ Bagi ]
- masyarakat miskin L ebutuhan mendapatkan keadilan
| dengan mudah mereka dapatkan km'eM'
] ya karena itulah mereka membu 4
3 untuk mendapatkan hﬂq

kemanusiaan,
secara hukum dan politi

kemudian
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Masyarakat miskin yang menghadapi masalah
hukum harus menghadapi kenyataan bahwa kondisi
sosial politik mereka telah menjadikan mereka tidak
dapat mengakses bantuan hukum yang mereka
butuhkan. Kemiskinan yang berakibat terhadap
rendahnya taraf pendidikan  dan pengetahuan
menjadikan masyarakat tidak sadar akan hak-haknya.
Namun, walaupun mereka sadar akan hak-hak ini
tidak serta merta menjadikan mereka dapat
mendapatkan keadilan yang mereka cari. Sistem
hukum disediakan negara bagi mereka dianggap
mahal, tidak mudah diakses dan jauh dari tempat
tinggal mereka.? Ditambah lagi, saat ini hukum
dianggap telah dikomersialisasi, sehingga masyarakat
miskin tidak akan lagi mampu mendapatkan keadilan.?
Adanya mafia hukum di hampir setiap level instansi
" hukum ditambah lagi gambaran mengenai advokat
- yang dianggap mahal dengan tarif yang tidak akan
~ mampu dibayar oleh masyarakat miskin yang
penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari.
ysalah hukum bagi masyarakat miskin dan
can semata-mata masalah mereka paham
 atau tidak, tetapi di Negara-negara yang

menderita  kemiskinan  secara

, Menciptakan Peluang Keadilan,

r_: uma dan Komersialisas,
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struktural, masalah hukum menyangkut posisi tawar
mereka yang rendah jika dihadapkan dengan negara
atau para pemilik modal.# Masyarakat miskin karena
memang dibuat miskin, bukan dilahirkan miskin.
Kesempatan untuk menjadi seimbang tidak pernah ada
sehingga bantuan hukum yang diberikan kepada
mereka harus juga melihat kepada posisi mereka ini.

Pada awal tahun 1970-an, Lembaga Bantuan
Hukum Indonesia mengusung Bantuan Hukum
Struktural (BHS) yang ditujukan selain untuk
memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat |
- miskin yang berkasus juga meningkatkan posisi tawar
mereka melalui penyadaran hak-hak mereka dan

mendorong perbaikan hukum untuk mengisi
butul masyarakat yang terus berkembang.5 1
-"*dmgan status mereka yang miskin,
m yang dibangun oleh negara

< kepada masyarakat miskin yang
1 bantuan hukum. Negara
e1 .bantuan hukumbagi

bwmmm |
f m;mm1wm ‘;
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Pewberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Mishin

yang bisa mendapatkan bantuan hukum yang mereka
butuhkan tanpa diminta.6 Negara tidak melihat bahwa
dari hari ke hari masyarakat miskin menghadapi
pelanggaran-pelanggaran hak-hak mereka dan mereka
tidak bisa mendapatkan bantuan hukum karena negara
t tidak memasukkan jenis pelanggaran hak ini sebagai
f kasus yang bisa mendapatkan bantuan hukum.

Bagi masyarakat miskin hukum itu barang
yang mahal dan mereka pun merasa tidak memiliki
kebutuhan untuk dijamin hak-hak mereka dijamin oleh
hukum. Masyarakat miskin adalah pengecualian dari
hukum yang menurut mereka seringkali tidak adil dan
menutup kesempatan mereka untuk meningkatkan
taraf hidup mereka dan ini terjadi di hampir

kebanyakan negara berkembang dan miskin di dunia.
sl 2 bekerja tidak dalam koridor hukum tetapi di

Jmkum itu sendiri: buruh yang bekerja tanpa
| unah yang tidak terdaftar dan mendiami
tan legnL Karena itulah, mereka
g rent untuk dikategorikan
1 dan sekaligus tidak
un dari negara ketika
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ang tidak adil, tidak efisien
raktek sosia["

dan admint

dan kurangnya penghargaan terhadap P

dan pengetahuan pudaya.” A
Fakta juga menunjukkan bahwa masyarakat

miskin tidak selalu memilih pengadllan atau institusi

hukum  yang disediakan oleh negara untuk ‘-;

menyelesaikan konflik yang mereka hadapi. Gambaran !

oses yang

pahwa pengadilan itu akan memakan Pr
lama dan memakan biaya, di peberapa tempat tidak -

dapat diakses karena jauh, penegak hukum yang
korup dan juga seringkali tidak memihak kepad;

masyarakat miskin membuat masyarakat memlhh
tuk tidak mengakses institusi penegak hukum yang

.! i

ick Glenn dalam bukunya Legal Traditions of
menyatakan ketidakefektifan peradxl n
pendapatnya “(The State) 1s corry
n the mass of people, who look, abs :
ld ways as a means of sustenanc
t they were, debilitated by le
alization, urbanization and n

egara) itu korup berbeda
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ini, mereka telah dilemahkan oleh migrasi buruh,
industrialisasi yang bersifat parsial, urbainisasi dan
lebih umum lagi kapitalisme). ¥
Masyarakat miskin seringkali memilih untuk tidak
menggunakan mekanisme peradilan formal karena
biaya yang dibutuhkan ketika mengakses pengadilan
 tersebut. Survei yang dilakukan oleh Mahkamah
~ Agung dan AUSAID terhadap pengguna peradilan
agama menemukan bahwa tingginya perempuan
s kepala keluarga yang mengakses keadilan melalui
~ pengadilan agama. Survei menunjukkan bahwa
b"mpiengguna pengadilan agama 42% adalah para
&smpuan kepala keluarga. Mereka yang pada
,_ f.* nya menikah tanpa tercatat secara hukum, harus
u tidak mau harus mengakses pengadilan agama

¥

ik meminta itsbat nikah, penetapan perceraian,

erai dan sebagainya. Sebagian dari perempuan
: t 1k mereka setelah bercerai

el
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Dr. Imam Maludt SH.MH, Drs H

Rancangan Undang-Undang (RUU) Bantua.n'Hukum
gan Koalisi Masyarakat Sipil untuk

lain: Jarin
o, (KuBAH)!, Pos Bantuan Hukum

Jukum
E:l[;;:gll,} Jaringan Paralegal Indonesia (JPI)12 dan
jaringan LKBH Kampus'?.

Sejak berdirinya LKBH IAIN Bengkulu T.af'lun 2013
sampai 2016, kondisi objektif yang dimiliki belum
memadai, hal ini disebabkan minimnya dukungan dari

10 Koalisi Masyarakat Sipil untuk UU Nomor 16 Tahun 2.011. (KUBAH)
) erupakan kumpulan organisasi masyarakat sipil yang mempunya tujuan untuk |
sndorong adanya UU Nomor 16 Tahun 2011 di Indonesia. KuBah Bantuan
ukum (KUBAH) (YLBHI, LBH Jakarta, LBH Bandung, LBH Semarang, LBH
va, LBH Surabaya, LBH Bali, LBH Makasar, LBH Manado, LBH Papua, LBH
da Aceh, LBH Medan, LBH Padang, LBH Lampung, LBH Palembang, PBHI,
~ Apik, LBH Pers, LBH Masyarakat, LBH Mawar Saron, Elsam, Kontas,
N, Leip, PSHK, MaPPI FHUI, ICW, Walhi, Aman, Sawit Watch). Salah satu |
ental diadvokasi oleh jaringan ini adalah mengenai pentingnya bantuan ;»_i
tidak dibawah Kementrian tetapi dibawah suatu Komisi yang
ipat KuBAH mengenai RUU Bantuan dapat dibaca di_’»‘i
J Jdﬂ;’idex.php /id/berita/ press-release /494-ruu-bantuan- f},‘

F A

- dkk, “Pandangan PBH PERADI terhadap RUU
si DPR - R1”, Jakarta: Juli 2010 o
Indonesia adalah jaringan lembaga penyedia -
uan memberdayakan paralegal untuk mendorong
 peran paralegal dan penyediaan akses informasi
i-organisasi paralegal. Lembaga Penelitia
‘Ekonomi Sosial (LP3ES), RACA Insti
an HAM Indonesia (PBHI) Nasional, Leml
i LBH , Institute Titian Perdamaian
. Keluarga (PEKKA). Analisa dan Kritik
16 Tahun 2011 dapat dibaca
rg/category/analisis/ e
source Center (ILRC) dan Forum Solide
Jpen Society Institute menyuusn suatu pc
| terhadap RUU Nomor 16 Tahun 2011 d.
an Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan M
un 2011 dan Peran LKBH Kampus' pada Agust
| r e el s

¥
%
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enal sarana maupun prasarana,

Institusi baik meng
Bengkulu masih

bahkan sejak berdirinya LKBH IAIN

minimnya dukungan bantuan dana.
Dalam pemberian bantuan kepada masyarakat

miskin LKBH IAIN Bengkulu sudah memberikan
bantuan kepada masyarakat lebih kurang 400
masyarakat baik dari Kota maupun di luar kota
Bengkulu, terutama berkaitan dengan penyelesaian
Hukum Keluarga yang difokuskan perkaranya di
Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu.

: Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis
 tertarik mengkaji lebih jauh tentang Pemberian
~ Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin (Studi

n Hukum Terhadap
N bengku u? 4
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Dr. [mam \!uhcli,SH.,WH, Dr:
C. Batasan Masalah |
a mengambil responden

Penelitian ini hany
yang menerima bantuan hukum LKBH

masyarakat
u Tahun 2014. 1

IAIN Bengkul
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan ~perumusan masalah yang

dikemukakan oleh peneliti di atas, studi ini

bertujuan untuk:
. dan menganalisa Pemberian :

a. Ingin mengkaj
Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin

Pada LKBH IAIN Bengkulu.
Untuk mengetahui Bagaimana tanggapan dan
sudah meminta 1

::"‘-‘:t“;,

respon masyarakat yang
tuan Hukum yang diselenggarakan olelﬁ

)

..-‘.L N
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E. Landasan Teori
1. Teori Masyarakat Hukum
__ Bantuan hukum berbasis ~pemberdayaan
hukum masyarakat lahir akibat dari kritik terhadap
rule of law karena dianggap tidak memberikan akses
terhadap keadilan bagi masyarakat miskin yang
berada di luar area hukum dan juga lahirnya

program-program  pemberdayaan masyarakat.
Program pemberdayaan masyarakat yang ada di
negara-negara berkembang menemukan bahwa

3 masyarakat miskin dan marginal yang mereka
dampingi selama ini merupakan golongan yang
dikatakan oleh Carrothers, berada di “luar sistem
negara’. Masyarakat miskin dan marginal yang
mencoba untuk mengklaim hak-hak mereka baik
mecara ekonomi, sosial dan budaya terbentur oleh
ko hﬂhwa akses terhadap sistem yang ada

N m m dilakukan oleh
2 dikritik karena

istik formal,



Dr. Imam Mahdi, SH.,MH, Drs.H.Supardi, M.Ag, Wery Gusmansyah, MH

melihat kebutuhan hukum masyarakat miskin pada ]
jasa hukum pengacara secara cuma-cuma, bukan
pada penguatan dan pemberdayaan hukum

masyarakat.!
Bantuan hukum dalam perspektif

pemberdayaan  hukum (legal ~ empowerment)
dilandaskan pada kebutuhan dan kerja di tingkat
komunitas masyarakat akar rumput. Paradigma ini ';
secara umum memperkuat masyarakat 51p11
kapasitas hukum dan kekuatan kelompok mkm
dalam rangka menyasarkan prioritas-prioritas
mereka.’s Stephen Golub merumuskan Sehdaknyﬁ
‘ada empat hal yang merupakan kekuatau
pendekatan pemberdayaan hukum: lz»s{.,
| _Eenasehat hukum mendukung kelompo 1
in sebagai mitra, bukan mendomin
' ﬂébagal pemilik keahlian;

ok tidak  diuntun;

eranan utama dalam men
it s dari kebutuhan r
> R ’duw
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meliputi aktivitas-aktivitas pembangunan di

bidang lainnya. Karena itu, pendekatan
pemberdayaan hukum tidak semata-mata

alternatif dari pendekatan rule of law di bidang
pembangunan hukum, namun harus juga

menjadi unsur penting dari banyak upaya-

upaya pembanguanan di bidang sosial

ekonomi  lainnya,  seperti  kesehatan,

i pembangunan desa, irigasi, pendidikan, dll.1e
i Dari berbagai konsep bantuan hukum di atas,
ol penelitian ini memilih pendekatan bantuan hukum
struktural dan  bantuan  hukum  berbasis
pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan
g akan digunakan untuk menganalisa Undang-
> Bantuan Hukum sebagai peraturan hukum
wmgga dapat menidentifikasi tantangan
ela . UU Nomor 16 Tahun 2011
atan itu dapat dianalisa
M terdekat dengan
wgai peraturan perundang-
r -; menekankan
nkyat miskin
sebagal
dan  belum
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akat i
g dibagi antara the ha
ra pengacara de wf
tuk | ,-,,p;:

2. Teori Hukum di Masyar
Struktur masyarakat yan
dan the have not, membuat pa
sarjana hukum mengenakan tarif un
sehingga hanya yang kaya yang bisa menggunakar
jasa mereka. Beberapa intelektual dari kalangan ?
gereja kemudian ~mencari jalan agar da \t
membantu si miskin yang memiliki masal h
hukum, pada waktu itu mengangat orang ¢
gereja sebagai pengacara yang diberi honor asa
membantu yang miskin secara cuma-cuma d
yang kedua mencari jalan agar pengadllan a
membebaskan si miskin dari biaya jika mereka ti
mamakal pengacara.” Sejalan dengan konsep k.
manusia, pengertian bantuan  huk
udian bergeser menjadi hak, yang mana s
terampas haknya berhak mend
Konsep ini kemudian diperte
ak-hak asasi manusia d
" budaya 18
kum amat beragam
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beberapa definisi yang pernah dibuat tentang

pantuan hukum:
a. The International of Legal Aid"
Bantuan hukun adalah rencana yang

diterima dibawah pelayanan profesi hukum
yang memungkinkan untuk memastikan bahwa
tidak ada seorangpun yang dikecualikan dari
hak menerima nasehat hukum atau jika memang
dirasa perlu kuasa hukum dalam pengadilan
atau pemeriksaan, didasarkan pada alasan
kurangnya sumber daya keuangan.

 b. Roberto Conception %

. I?antuan hukum adalah pengungkapan

~ yang umum yang digunakan untuk menunjuk

‘ spada  setiap pelayanan hukum yang

e ¢ lite warkan atau diberikan. Ini terdiri dari

)emberian informasi atau pendapat mengenai
ygung jawab dalam situasi tertentu,

atau proses hukum yang dapat

R R



ansialnya. L
uga terlihat dipakai dala

dang-undangan yang ad

v
I W 4]

karena kondisi fin
Definisi—deﬁnisi ini j
turan perun

berbagai pera
di Indonesia misalnya:
uu No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan

n Hukum adalah jasa hukum yang dib

Vod
3
f
et
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pb: yaran  honorarium
asi hukum, menjalar
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tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari
keadilan yang tidak mampu.
Sedangkan ~ dalam  beberapa peraturan

perundang-undangan lain, bantuan hukum tidak
disebutkan secara langsung, tetapi di dalamnya
menyebut bentuk bantuan hukum atau fungsi
bantuan hukum. Beberapa peraturan perundang-

- undangan tersebut antara lain:
UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

. Pidana. Tidak terdapat definisi khusus mengenai
- bantuan hukum dalam undang-undang ini, yang
~ ada adalah pengaturan mengenai kewajiban negara

~ untuk menyediakan penasihat hukum bagi orang
yang tidak mampu. Pasal 56 ayat (1) menyatakan
¢ lam hal tersangka atau terdakwa disangka atau
2 melakukan tindak pidana yang diancam
na mati atau ancaman pidana lima
tau lebik atau bagi mereka yang tidak
diancam dengan pidana lima tahun
mpunyai penasihat hukum

ngkutan pada semua
- eradilz wa.jib

1 penas
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Dr. Imaiit Mult
ni risiko dari gunce

geseorang, keluar
akat agar kelangsung;
uai dengan kebu

mencegah d
kerentanan
/atau masyar

d1penuh1 ses

dan
kelompok, dan
hidupnya dapat
dasar minimal”

qu No 4 Tahun 2004 tentang Kekual

Kehakiman. Tidak ada definisi khusus MENg 1
pantuan hukum dalam undang-undang ini, ha S

dalam pasal 37-39 terdapat ketentuan bahwa si

orang berhak mendapatkan bantuan hukum

~ seperkara pidana seorang tersangka sejak s:
ukan penangkapan dan/atau  pené
menghubungi ~dan meminta ban

:
i

’.;
f

aran Mahkamah Agung No.10 Tahzm
1 -Bantuun Hukum. Penyelengg
mggaran bantuan hukur
1 Umum adalah mehpu
tuan Jasa  Advok
baik Pidana m
di Tempat ic
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kasus pelanggaran keadilan yang belum manifest
“atau belum diungkapkan, mengusahakan kerjasama
dengan kekuatan yang ada dan tumbuh di
masyarakat, di antaranya tokoh informal, baik
individual maupun kolektif. Selain itu, peran
penting advokasi juga dikembangkan, seperti

hak dan kepentingan masyarakat

menyuarakan hak-
pihak

~ miskin dan/ atau tertindas kepada publik dan
- pengambil keputusan, melakukan pendampingan
~ kelompok-kelompok masyarakat miskin dan/ atau
tertindas  dalam  proses berikhtiar ~ untuk

mperjuangkan hak-hak dan kepentingan mereka,
li  kepentingan kelompok-kelompok
miskin dan/ atau tertindas di depan
an/ atau instansi pemerintah lainnya,
ses pendidikan dan penyadaran

elompok-kelompok masyarat
s tersebut, melakukan
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Dr. [mam Maludi, St
an hukum sebagai lembaga yan

k bantuan hukum ini, dan 2
yang lain adalah paralegal. Aktor yang belakan““i
disebut ini kemudian memiliki peran sentral dalan

BHS,  karena ~ merupa
tangan dari LBH-LBH
yarakat di daearah. Para
.LBH (bukan pengacara)

biasanya para aktivis
masyarakat yang sudah dibekali pelatihan oleh
dvokasi di tingk

untuk melakukan tugas-tugas a 2
daerah sampai ke level perdesaan. Para

bertugas melak i

organisasi bantu
menginisiasi bentu

pengembangan
perpanjangan
menjangkau mas

ukan pengorganisasian masyarg
melakukan pendidikan dan penyadaran hukur
gas-tugas advokasi lainnya.?* :
am rule of law pertama adalah k f
on law yaitu seluruh aspek-*f.-' 2
jur tinggi supremasi hukum
diatas prinsip keadilan dan ega
unsurnya adalah : adanya st
dukan yang sama dalam huku
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rule of law kemudian menjadi syarat bagi negara-
negara yang ingin sukses secara ekonomi. Jika suatu
negara tidak memiliki kepastian hukum, negara
tersebut tidak akan menarik perhatian para investor
asing yang kemudian tidak akan bisa membiayai
pembangunan ekonominya. Rule of Law saat ini mau
- tidak mau kemudian dihubungkan dengan
- demokrasi liberal yang  terjadi di beberapa
Bt Adimegara. 2
N ¥ vun Menurur Carothers, belum ada definisi yang
; jelas apakah pengadilan memang esensi dari
- penerapan rule of law. Karena pada faktanya hanya
beberapa persen dari warga dia suatu negara yang
' ~bersentuhan dengan pengadilan dan
pun mereka bersentuhan dengan pengadilan
erapa hambatan yang akan mereka hadapi.
dmmukan di negara-negara
a sudal mmapan terlebih lagi
gar ﬁk di negara-
unis antara lain:
‘sekali kasus,
n\en}adl

» substansiz

!
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1.Ag, Wery Gusimnansyal, MH

11 \
H.,MH lh»”.*u;!m:fh
1, SH.,

:dana secara kronjg
- ukum P1
Gistem h

lakukan pelanggaran-pelanggarai, terutama
o noritas (4) politist papan atas
pada kelompok mi P pelanggaran s
Ziasan:er;n;z;t:hm kekebalan ~dimana korups;
an
jadi lazim pula.?
men?tc:;grlzlnyazgolub menyatakan bahwa perly
diadakan perubahan terhadap pandangan rule of lfmf
yang ortodoks (rule of law orthodoxy-) yang seléma ini
dianut berbagai negara di dunia. Ciri-ciri dari rule of
law orthodoxy menurut Golub antara lain:#
a. Fokus pada institusi negara, terutama lembaga

perdata (7’)

6

peradilan
b. Fokus terhadap institusi ini biasanya dibedakan

dalam berbagai profesi hukum, yang
direpresentasikan oleh para jurist, pejabat-
pejabat hukum, pengacara dan berbagai dari
lembaga donor internasional

c. Hasilnya, ada tendesi untuk mendefinisikan

problem sistem hukum dan penanganannya
secara  sempit, yaitu dalam kerangka
pengadilan, penuntut umum, perjanjian
hukum, reformasi hukum dan institusi lain dan

proses hukum dimana pengacara memiliki
peran sentral didalamnya.

% Carothers, op,cit
7 Stephen Golub, B oy
j » Beyond R Orthudu::]r ashington D.C
Carniege Endowment for Internationa] Pl;l;c:fZ(llg] hal. 8-9 porse Lo

a0
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~d. Ketika organisasi masyarakat ikut berperan,
biasanya diartikan pembangunan institusional:

s bagaimana organisasi masyarakat terlibat
- dalam reformasi hukum dan membiayai
GEPLHY. mereka untuk melakukan advokasi.

- e. Ketergantungan kepada model, inisiatif dan
- keahlian dari asing, terutama dari masyarakat
~ negara-negara industri.

3. Teori Keadilan

Pandangan keadilan dalam hukum
pada dasar negara.

| a (fiolosofische grondslag) sampai sekarang
tetay dipertahankan dan masih tetap dianggap
‘ ~ bagi negara Indonesia. Secara
gis, bangsa Indonesia merupakan
ng m Pancasila (subcriber of
anc ) ~ Bangsa Indonesia yang
, yang berkemanusiaan, yang
- berkerakyatan, dan yang
Rrvet:
dukung  nilai, bangsa
ngl argai, mengakui, serta
a suatu bernilai.
gaan, dan penerimaan
u yang bernilai itu akan
g 8ikap, tingkah
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sikap, tin
Indonesia. Ole
suatu sumber hukum tertingg!

dan sebagal rasionalitasnya adalah sebag ]
sumber hukum nasional bangsa [ndonesia.
Pandangan Leadilan ~dalam hukus
nasione bangsa [ndonesia tertuju pada
yaitu pancasila, yang" mans s
nya berbunyl #Keadilan sosial
”-#{ Indonesia”. Yang
karang adalah apakah

ks — kOIISEPSi 1 ,
nber pada Pancasila. v
ahar  Masyhur

Sz

"'% yendapat-|
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3) “Adil” ialah : memberikan hak setiap yang
berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa
kurang antara sesama yang berhak dalam
keadaan yang sama, dan penghukuman
orang jahat atau yang melanggar hukum,
sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran”.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang
keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat
diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial.
Adil dan keadilan adalah pengakuan dan
perlakukan seimbang antara hak dan kewajiban.
Apabila ada pengakuan dan perlakukan yang
seimbang hak dan kewajiban, dengan sendirinya
apabila kita mengakui “hak hidup”, maka
sebaliknya harus mempertahankan hak hidup
tersebut denga jalan bekerja keras, dan kerja keras
yang dilakukan tidak pula menimbulkan kerugian
terhadap orang lain, sebab orang lain itu juga
memiliki hak yang sama (hak untuk hidup)
sebagaimana halnya hak yang ada pada diri

- individu.®

Dengan pengakuan hak hidup orang lain,
- dengan sendirinya diwajibkan memberikan
 kesempatan kepada orang lain tersebut untuk
~ mempertahankan hak hidupnya.

Suhrﬂwardil(. Lunis, Etika Profesi Hukum, Cetakan Kedua, Jakarta,
, 2000, him. 50.
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bila dihubungkan i
ya dari Pancasila sebagai sumber
gsa Indonesia, pada hakikatnya
senantiasa melakukan

Konsepsi demikian apa

dengan sila ked
hukum nasional ban
menginstruksikan

perhubungan yang Se€
individu dengan kelompok individu yang lainnya

sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.
Hubungan adil dan beradab dapat’"

makan sebagai cahaya dan api, bila apinya
jadi n'v;
y

agar

rasi antar manusia secara ¢

diumpa
besar maka cahayanya punit terang
peradabannya tingg maka keadilanpun mantap.®
Lebih lanjut apabila dihubungkan dengar
eadilan sosial”, maka keadilan itu harus dikai'
| hubungan-hubungan kemasyarake “
si fdapat diartikan sebagai :3! |
ikan hak-hak yang hllang ke f‘-“:_;
niayaan, ketakutan  dar
-pengusaha. AL _a_?":
in  terhadap hukt

3
i
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dan kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan
sehari-hari sering dijumpai orang yang “main
hakim sendiri”, sebenarnya perbuatan itu sama
halnya dengan perbuatan mencapai keadilan yang
akibatnya terjadi ketidakadilan, khususnya orang
yang dihakimi itu.

Keadilan sosial menyangkut kepentingan
masyarakat dengan sendirinya individu yang
berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan
individunya untuk kepentingan Individu yang
lainnya.

Hukum nasional hanya mengatur keadilan
bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan didalam
perspektif hukum nasional adalah keadilan yang
menserasikan atau menselaraskan keadilan-keadilan
yang bersifat umum diantara sebagian dari
keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini
lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara
hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-
kewajiban umum yang ada didalam kelompok

masyarakat hukum.

F. Metode Penelitian
Penelitian terhadap tantangan pelaksanaan

Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum dengan melihatnya dari sudut pandang
pelaksanaan bantuan terhadap masyarakat miskin yang
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Dr. [mamt Vald
ksanakan  di Indoneg,ia |

yuridis empiris.* .
pendekatan yang dllakukan ,

persifat analitis (analyhcaz

adalah pendekatan yang
itu untuk mengetahui makna yang ada di

approach) yai
balik Undang-Undang Bantuan Hukum, sekaligus
realitas pelaksanaan bantuan:

mengaitkannya dengan
hukum dalam masyarakat yang meminta bantuan

hukum di LKBH [AIN Bengklu.
Dengan data dan bahan tersebut akan dllakukaa

an dan analisis data yang dilakukan dengan
~cara yuridis empiris dengan menekankan pada asPek
um, historis dan empiris terhadap pelaksanaan “-'
uran perundang—undangan yang tel
anakan di Indonesia saat ini. Penelitian ini ak :
‘penilaian yang bersifat evaluatif terhada
-pokok pengaturan yang ada dalar
ntuan Hukum dengan pendek
ural dan pendekatan bantu
pemberdayaan  hu

sudah dila

pengolah
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sudah dilaksanakan di

pendekatan yuridis empiris.” \
a itu, pendekatan yang dllakukan ]

ang, persifat analitis (analytical
tahui makna yang ada dij
n Hukum, sekaligus
pelaksanaan bantuan
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Indonesia »

menggunakan

Oleh karen
adalah pendekatan y
approach) yaitu untuk menge
balik Undang-Undang Bantua
dengan realitas

mengaitkannya

hukum dalam masyarakat yang meminta bantuan

hukum di LKBH IAIN Bengklu.
an dilakukan

Dengan data dan bahan tersebut ak
dan analisis data yang dilakukan dengagé

dengan menekankan pada asPeh
s terhadap pelaksan ‘:

pengolahan
~ cara yuridis empiris
cum, historis dan empiri
perundang-undangan yang
jnak d1 lndonesxa saat ini. Penelitian ini ak
yang, bersifat evaluatif terhadaj 3
gk P°1<°k pengaturan yang ada dal

ntuan Hukum dengan pendek t
ral dan pendekatan bantt

pemberdayaan huk
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Bab I Bab ini berisi mengenai latar belakang
- masalah, masalah penelitian, tujuan dan manfaat
- penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan
- sistematika penelitian Bab II Tinjauan Pustaka.
' Bab IIl Bab ini akan mengulas Deskripsi dan
ofil LKBH IAIN Bengkulu.
Bab IV Bab ini menganalisa pemberian bantuan
di LKBH IAIN Bengkulu dan respon
rakat. |
Bab V; Bab ini akan berisi kesimpulan dari
tian ini dan saran-saran.

Dipindal dengan CamScanner
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BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

" Program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat
%gmmpu telah berlangsung sejak tahun 1980 hingga
mg dalam kurun waktu tersebut, banyak hal yang
kkan bahwa pemberian bantuan hukum bagi

it tidak mampu sangat diperlukan, dan

__mya,, ~ peningkatan  atau  intensitas
hukum ;lantahunketahun
u_,%gﬂgmgam bantuan hukum

'1“ memberdayakan
- seluruh lapisan
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p-satuny
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Negeri sebaga

dana bantuan hukum, maka sejak

1994 /1995 hingpo sekarang, pvnyalumn dana bantue
melalul l’mgadilan Negeri  jug;

[ukum yang, terseb
Dengan demik n
ak mampu dapal
kum melal

hukum disamping
dilakukan melalui Lembaga B
ilayah hukum Pengadilan Negeri.
bantuan hukum bag| masyarakat tid
an melalui pertama; Dana Bantuan Hu
an Negeri; atau kedua; Dana Bantuan Hukum yang
1 di Lembaga Bantuan Hukum.
bahwa penegakan hu 1
sifat diskrimi |

atau tidak mamp

A

antuan

di w
dana
disalurk

I ongadil
sdiakat
Sebagaimana diketahui,
ga peradilan tidak ber
anusia, baik mampu
.-ekonomi, berhak memperoleh pem belaz
pengadilan. Untuk itu diharapkan

: 1 mcuma-cuma dalam perkara pidaﬁi",,'
él aspek degradasi martabat A
g, tetapi dilihat sebagai ¢

. dan kemanusiaa
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A. Pengertian Bantuan Hukum

Hukum merupakan salah satu sarana dalam
kehidupan yang diperlakukan untuk penghidupan di
‘dalam masyarakat, demi ketertiban masyarakat,
‘kebaikan dan  ketentraman bersama. Hukum
. mengutamakan masyarakat bukan perseorangan atau
- golongan. Hukum pun menjaga dan melindungi hak-

 hak serta menentukan kewajiban-kewajiban anggota

~ masyarakat, agar tercipta suatu kehidupan masyarakat

~ yang teratur, damai, adil dan makmur.*

w&& ‘Bantuan hukum berasal dari kata “bantuan”
. - yang berarti pertolongan dengan tanpa mengharapkan

mbalan dan kata “hukum” yang mengandung

ian keseluruhan kaidah atau norma mengenai

masyarakat dengan maksud untuk

,adg[ah jasa memberi bantuan

k baik hgadypessela dar
t da #pmkara pidana
ra perdata atau
) gy
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lebih digunakan untuk menunju

hukum dalam arti sempit beru ¥
ang hukum pada seseorang ;j

yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuir ‘
ka yang tidak mampu

atau gratis khususnya bagi mere
Assistance”  untuk

(miskin). Sedangkan “Legal
engertian bantuan hukum kepa

ataupun pemberian bantu

Aid” biasanya
pengertian bantuan
pemberian jasa pada bid

menunjukkan  p
mereka yang tidak mampu,

hukum oleh para advokat.® 1 X
Frans Hendra Winata menyatakan bahw;

 “bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khus
iberikan kepada fakir miskin yang memerlu
belaan secara Cuma-cuma baik di luar maup ,{‘i’“‘
alam pengadllan, secara pidana, perdata dan tata
8¢ , dari seseorang yang mengerti seluk
Kum, asas - asas dan kaidah hukum, serta hakf-

/

J

yang diberikan oleh Frans H
dengan UU Nomor 16 t "
1m, dalam undang -
;tuan hukum adal
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‘adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi
kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan
hukum.¥” Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2003 Tentang Advokat dalam Pasal 1 angka 9
memberikan pengertian bantuan hukum adalah jasa
- hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma
- kepada Klien yang tidak mampu.

P

B. Sejarah dan Tujuan Terbentuknya LBH/LKBH

AT Bantuan hukum telah dilaksanakan oleh
~ masyarakat barat sejak zaman romawi dimana pada
| itu bantuan hukum didasarkan pada nilai-nilai
| dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang
ia, khususnya untuk menolong orang-orang tanpa
' pkan dan/atau menerima imbalan atau
u penelitian yang mendalam tentang sejarah
n lilakukan oleh Dr. Mauro
ersebut ternyata program
nasyarakat - miskin ~telah
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Setelah meletusnya Revolusi Perancis, ban
hukum kemudian mulai menjadi bagian dari kegla
hukum atau kegiatan yuridis dengan mulai le
menekankan pada hak yang sama bagi we
masyarakat untuk mempertahankan kepentinga
kepentingannya di muka pengadilan dan hingga aw

abad ke-20, bantuan hukum ini lebih banyak dlang
i bidang hukum te

sebagai pekerjaan memberi jasa di

suatu imbalan.*
Di Indonesia, bantuan hukum sebagai s

Leeal Institution (Lembaga Hukum) semula tidak dik
mstem hukum tradisional. Dia baru dikenal «
: -< masuknya atau diberlakukannya si )
di Indonesia. | :

tahun 1848 ketika di nege
besar dalam '
@n asas konkordansi,

16 Mei 1848

mgeri Belanda

3
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formal baru mulai di Indonesia sekitar pada waktu-
waktu tersebut.40

Pada masa itu, penduduk Indonesia dibedakan atas
3 golongan:
i. 1. Golongan Eropa

Yang termasuk golongan ini adalah orang

f Belanda, semua orang yang bukan Belanda tetapi
berasal dari Eropa, orang Jepang, dan anak sah

g dari golongan Eropa yang diakui undang-
undang.

: 2. Golongan Timur Asing
Yang termasuk dalam golongan Timur Asing
adalah golongan yang bukan termasuk dalam

golongan Eropa maupun golongan Bumiputera.
3. Golongan Bumiputera

Yang termasuk golongan ini adalah orang-orang
Indonesia asli (pribumi).

Adanya penggolongan terhadap penduduk
Indonesia pada masa itu menyebabkan adanya
perbedaan antara golongan yang satu dengan
golongan yang lain dalam banyak bidang kehidupan,
seperti bidang ekonomi, sosial, dan politik kolonial,
dimana dalam semua bidang tersebut golongan

- Bumiputera menempati derajat yang lebih rendah
daripada golongan Eropa dan Timur Asing,

?Fram Hendra Winata, Bantuan Hukum - Suatu Hak Asasi Manusia Bukan
Belas Kasihan, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000), h. 2
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l’erbedaan-porbedaan tersebut jug,
berimplikasi pada dikotomi i peradilan d
ia. Pada mase .
dikenal adanya 2 (

hierarki peradilan untuk or
dipersamakan yang jenjang peradilannyd terdiri a
kat pertama, Raad

Residentiegerecht untuk ting
Justitie untuk tingkat banding, Jan Mahkamah Ag :

(Hogerechtshof). Kedua, hierarki peradilan untt
orang-orang [ndonesia dan yang dipersamakan yz
L meliputi: Districtgerecht, Regentschapsgerecht, i
i | Landraad. Tampaknya hal ini lebih didasarkan a
5 imbangan bahwa mereka telah meng
ga yang bersangkutan di dalam kultur h
Belanda. Sedangkan tidak dem ia
_tur, untuk golongan Bumiputer

il idak menjamin ha fkir misk
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sehingga profesi advokat yang berasal dari kalangan
Bumiputera tidak berkembang. Kebanyakan hakim
dan semua notaris serta para advokat adalah orang
gty Belanda.ﬂ
Bantuan hukum baru dikenal setelah hadirnya
~ para advokat Bumiputera pada tahun 1910 yang
- memperoleh gelar meester in de rechten dari Belanda.
- Awalnya, pemerintah kolonial tidak mengizinkan
. w sekolah tinggi hukum di Indonesia karena
awatiran apabila Penduduk Hindia Belanda
ar hukum, mereka akan memahami demokrasi,
usia, serta negara hukum, dan pada
intut kemerdekaan.

ia yang ingin menempuh

s mempelajarinya di Belanda

trecht dan Universitas Leiden.

Belanda mendirikan

vie Wg kemudian

‘Hukum  Universitas

wum di Belanda,

astroamidjoyo.

ry

DKoesoemao
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kekuatan dari Juar lainn
pengadilam.44 Sejalan dengan perkembangan b

hukum, perkembanglah suatu ide untuk mend
| semacam biro konsultasi hukum sebagaimanz ’
 pernah  didirikan di Sekolah Tinggi
(Rec '.iﬂhogeschool) Jakarta pada tahun 19
fi . maker, seorang "Guru Besar

1 Acara Perdata, yang m¢

ya dalam segala
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dan kemudian pada tanggal 30 Agustus 1964
diresmikan berdirinya Persatuan Advokat Indonesia
(Peradin).*

Salah satu proyek Peradin adalah pendirian
suatu Lembaga Bantuan Hukum. Hal ini terealisasi
dengan didirikannya Lembaga Bantuan Hukum
(LBH) di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1970 di
bawah pimpinan Adnan Buyung Nasution , yang

~ dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan
~ Peradin tanggal 26  Oktober 1970  No.
~ 001/Kep/DPP/10/1970, dan mulai berlaku pada
~ tanggal 28 Oktober 1970. Pada tahun 1980, Lembaga
~ Bantuan Hukum ini berubah nama menjadi Yayasan
RO m Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
lapan bulan setelah berdirinya LBH di
yembang LBH di daerah lainnya
akni :daw ~lahirnya Lembaga-
u IMedan Yogyakarta,
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an berkembang, den
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a, Ada Lembaga Bantuan
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Pemnberian Buntuan Hukvm Terhadap Masyarahat Mishin

tahun 1962, dimulai dari Universitas Indonesia telah
mendirikan LBH berbasis kampus yang selanjutnya
diikuti oleh universitas-universitas lain di Indonesia.
Tentu LBH kampus memiliki dinamika dan

~ tantangan yang khas dibanding dengan LBH lainnya.
Berlatar belakang akademisi, penggiat hukum di LBH

- kampus diharapkan mampu berperan dalam
- memberikan bantuan hukum kepada masyarakat

'3 "mm bantuan hukum baik di luar maupun di
- dalam persidangan. Lembaga Bantuan Hukum dalam
b m&m dﬂtm\g meminta bayaran kepada
| | membu jasa hukum. Padahal dana

n yang telah dirancang ataupun
:dﬂdwahrkanpkahdakada
erhamb; 1m’e P
»Nmm.hal

- ‘|i
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Selama
dilakukan untu
yang secara kh
hukum. Namun

pantuan hukum dia
yang tidak secara khusus mengatu

pantuan hukum, seperti Undang-Undang Nomor

Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahy

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, KUHAP,

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Ter
l;t A.dvokat. Untuk merealisasikan kegiatan ,M:.“"

gl selama belum adanya undang-undang °
 tegas mengatur mengenai bantuan h
Surat Edaran Mahkamah A ad
'Nomor 10 Tahun 2010 T
‘Bantuan Hukum, selar

usus mengatu

kebanyakan
tur dalam suat

ketentuan tenta

u undang-unda
r mengena




pemberian Bantwan Hukuwom Terhadap Ma syarahat Miskin

hukum kepada masyarakat yang tidak mampu secara
ekonomis.#

el Guna melaksanakan amanat SEMA, maka sejak
- tahun 2011 telah dibentuk Pos-Pos Bantuan Hukum
- dibanyak Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri
~ diseluruh Indonesia. Pembentukan Posbakum
~ tersebut dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2011,
- misalnya, dibentuk 46 Posbakum di 46 Pengadilan
qdm di seluruh Indonesia. Pada tahun 2012,
bertambah menjadi 69 Posbakum
er n Agama diseluruh Indonesia. Pada
20 &M\hh Posbakum yang ada masih tetap
N 7_,:‘._';“.*.., mnya.
m hukum sebagai suatu
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dengan posbak
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1. Menjamin d
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5 Mewujudkan hak konstitusional segala

negara sesuai dengan prinsip  Pe
kesukuan dalam hukum. il
~ Menjamin kepastian penyelenggaraan E ,'J
H dilaksanakan secara merata '-v,:\
yah Negara Republik Indonesia. | J
E————
ingjawabkan. o

um,
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Pemberian Bantuan Hukum Lerhadap Masyarakat Mishin

semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di
hadapan hukum (equality before the law). Persamaan
perlakuan di hadapan hukum bagi setiap orang berlaku
dengan tidak membeda-bedakan latar belakangnya (ras,

agama, keturunan, pendidikan atau tempat lahirnya),
untuk  memperoleh  keadilan

melalui  lembaga
peradilan.

Bentuk persamaan perlakuan di hadapan hukum
adalah bahwa semua orang berhak untuk memperoleh
pembelaan dari advokat sesuai dengan ketentuan
undang-undang, sehingga tidak hanya orang yang
mampu saja yang dapat memperoleh pembelaan dari
advokat/penasihat hukum tetapi juga fakir miskin atau
orang yang tidak mampu juga dapat hak yang sama
dalam rangka memperoleh keadilan (Access To Justice).

Pada saat itulah Lembaga Bantuan Hukum
dibutuhkan  masyarakat  untuk melayani  dan
memperjuangkan hak-hak keadilan khususnya bagi
masyarakat kurang mampu. Karena kita tahu bahwa
biaya yang harus dikeluarkan untuk pengacara
professional sangat mahal. Sedangkan masyarakat tidak
semuanya mampu untuk membayarnya, dan mereka
sangat terbantu dengan adanya Lembaga Bantuan
Hukum vyang dapat membantu mereka secara
prodeo/gratis.  Untuk  menunjukkan  komitmen
Pemerintah akan pentingnya LBH dimana hal itu

*Pasal 1 Ayat 3, Lembar Negara Undang - Undang Dasar 1945
47
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H.Supard! V. Ag, Wery Gusmansyal, Ml
1 MH, Drs.HSTHE

konstitu 1 d
k \\'llilid pcnganmlan amanat si
nll‘rupd an

asasl manusia.

yemenuhan hak | ] |
| Dalam Undang-undang Dasar Negara Republj

1 1945 Pasal 78 D Ayat (1) tercantyup,
bahwa,”Setiap orang berhak atas pengakuan, ja.minan,
an kepastian hukum yang adil serty
ihadapan hukum”. Pasal ini telap
jaminan, perlindungan dan
gi setiap orang tanpa
u kedudukan derajat

Indonesia Tahu

perlindungan, d
perlakuan yang sama d
memberikan pengakuan,
kepastian hukum yang adil ba

membedakan suku, agama ata
hidupnya. Termasuk orang yang tidak mampu, untuk

mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak - hak
mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik,
Posisi dan kedudukan seseorang di depan hukum inj,
menjadi sangat penting dalam mewujudkan tatanan
sistem hukum serta rasa keadilan masyarakat kita.
Jaminan atas akses bantuan hukum juga
disebutkan secara eksplisit pada Pasal 28G ayat (1), yang
menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak atas
perlindungan diri pribadi, keluarga kehormatan,
martabat, dan harta benda yang di bawah
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat
sesuatu yang merupakan hak asasi“. Hal tersebut
semakin dikuatkan pada Pasal 28 H ayat (2), yang
menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak mendapat

48
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rhada)? Aasydrahl Vieshit

herign Bunbtn Hukwm 1

Pentt
5US smperoleh

kemudahan dan perlakuan khusus untuk mempt
aat yang sama guna mencapail

kesempatan dan manf
antif, hal tersebut

persamaan dan keadilan”. Secara subst
knai bahwa jaminan akses keadilan

di atas, dapat dima
melalui bantuan hukum, adalah perintah tegas dalam
konstitusi. Masyarakat yang tidak mampu dan awam
hukum dalam mengajukan perkaranya ke Pengadilan
Agama sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa
hukum yang terkadang kaku dan procedural, baik
dalam tahapan litigasi ataupun non litigasi semuanya
harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri
atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan
akan ditolak oleh Pengadilan padahal bisa jadi hanya
karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum.*
Pengadilan juga mempunyai Asas Aktif Memberti
Bantuan asas ini dicantumkan dalam Pasal 58 ayat (2)
UU No. 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 5 ayat 2 UU no.14 Tahun
1970 yang berbunyi: “Pengadilan membantu para
pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya
mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk
tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya
ringan” 5!
Pasal 56 UU No. 48/2009 Tentang Kekuasaan

Kehakiman dan pasal 60B UU No. 50/2009 Tentang

Peradilan Agama menyebutkan bahwa “setiap orang

% Badriyah Harun, Prosedur Gugatan Perdata Cetakan ke D
7] g Y ;
Pustaka Yustisia, 2010), h. 37 ¢ Dua, (Yogyakarta:

5\ Gemala Dewi. Hukum Acara Perdata Peradilan A ' :
(Jakarta: Kencana, 2006), h. 74 2R indimosia,
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operasional LLBH sehingga diharapkan lembaga bantuan

hukum dapat lebih dimanfaatkan oleh masyarakat.

D. Peran Posbakum di Pengadilan Agama
Keberadaan pastinya sangat bermanfaat bagi

mereka - mereka yang akan mencari keadilan namun

mereka awam akan hukum. Disanalah peran atau
~ kinerja Posbakum akan berjalan. Oleh karena itu ada
~ setiap Pengadilan Agama dibentuk Pos Bantuan Hukum
~ yang mana pembentukannya dilakukan secara bertahap.
Jikarenakan Posbakum harus dimiliki oleh setiap
lilan Agama, maka pihak Pengadilan Agama juga
| an ruangan  dan  fasilitas  bagi
it Wik A @

it PP 55t @..@,fﬁ g T 11

o
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Bantuan Hukum kepada Peneﬁma
perdasarkan syarat dan tata car

am Undang-Undang ini samp,;

S Memberikan
Bantuan Hukum
yang ditentukan dal .
-pt‘rkamnya selesai, Kecuali ada alasan yang sah secar,

hukum.> |
Selain itu keberadaan Posbakum tidak dapa

dituntut secara perdata maupun pidana dalam
memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung
jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalan
maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standa
Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang
undangan atau Kode Etik Advokat.

Ada beberapa syarat untuk menjadi pelaksar

program Posbakum di Pengadilan Agama. Diantaran
adalah:

1. Berbentuk badan Hukum.
9 Berdomisili di wilayah hukum pengadilan

3. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara.
4. Memiliki minimal satu orang advokat.

# Pasal 10. Lembar Negara Undang-Undang Republik Indonesia

Tahun 2011, Bantuan Hukum,
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E. Tata Cara Beracara Melalui pPosbakum
Pemberian bantuan hukum bagi orang vy
ang

tidak mampu dimaksudkan sebagai suatu car
memperbaiki ketidak seimbangan sosial. Seseo L
xt:\engajukan pemohonan untuk mendapatrazfgang
k:;til:dnl;;us m.enunjukkan bukti - bukt tentuan
kg dya,’ misalkan dengan memperlihatkan e
i ari Lurah yang disahkan Cama A
annya yang rendah atau oran e
8 tersebut sama

sekali
lain ;a;a:bbeépenghasilan dan keteran
erhubungan den gan- keterangan
gan kemiskin
an.

7 Pasal 3
Tentang Ped 1. Lampiran B
an Bantuan publik Indonesia
Nomor 10 Tahy

* Pasal 2
Tah 1. Le H
un 2011, Bantuan PT:I:\::: S Und::: m‘U
. = Undang Republik s
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B Yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan
~ Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa
terutama perempuan dan anak-anak serta
| penyandang disabilitas, sesuai peraturan perundang-
yang berlaku, baik sebagai terdakwa maupun

 tersangka.”’
foispie Syarat untuk  mengajukan permohonan
an jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah dengan
san Tidak Mampu (SKTM) yang

o
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Bantuan Hukum.
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12. Tadris Bahasa Inggris (TBI)
13. [adris IPA
14. [adris PS
15. Tadris F\latcmatika

16. Tadris Bahasa Indonesia

17. Bimbingan Konsling Islam (BKI)

18. Komunikasi Penyiaran [slam (KPI)

19. Manajemen Dakwah
20. Tafsir Hadits
71. Akhlak Taswuf
77, Bahasa dan Gastra Arab
23. Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)
24. Filsafat Agama
25. Magister Pendidikan Islam (S2)
26. Magister Hukum Islam (S2)
27. Magister Hukum Tata Negara (S2)
28. Manajemen Pendidikan Islam (S2)
29. Filsafat Agama (52)
Lembaga Konsultasi
si dan Ban
LKBH : g
g ) TAIN Bengkulu diresmikan/disahk L
engan Surat Keputusan (SK) Rektor 1A an sesuai
pada tah or AN
pda ahun 2013 LKBH IAIN Bennghulu i i
eberapa dosen dan praktisi gkulu didirikan oleh
komitmen bersama untuk s | yang mempunyai
memberikan bantuan hukum

k y y .

Lemb
aga Konsultasi Al i
tuan

Hukum adalah
lemba
F : ga Yan
akultas Syariah dan Ekoi:;:‘a;:;\g 4 aiet,
am. LKBH IAIN
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1. Memberikan nasihat atau konst
sehubungan dengan pemahaman dan
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rim Bantuan Hukum 1
peraturan

aturan perundang-

internal yang berlaku yan

klien
tau memberikan nasihat

Mereviw, menyusun dan a
atau  konsulatsi hukum sehubungan dengan

penyusunan rencana internal klien.
konsultasi, nasihat hukum, pendapat

3. Memberikan

hukum  (Legal Opinion) mengenai permasalahan

T hukum yang terkait dengan kegiatan klien.

L Whﬂ reviw dan atau membantu penyusunan
p pegania  kerjasama klien dengan pihak ketiga

un, termasuk
n, te

g terkait dengan kegiatan
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usaha lain yang, sah dan tidak bertentangan d enga
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hubungan kerja sama dengan pihak ketiga ungy
mencapai maksud dan tujuan lembaga.

Pengurus berwewenang mengangkat g,
memberhentikan tenaga-tenaga yang dibutuhkan d
dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut gj

kekay

sen

atas.
Dala melaksanakan ketentuan-ketentuan

pedoman  dasar dan pedoman rumah tangga
lembaga, pengurus berwewenang — membuat
peraturan-peraturan yang di anggap baik dan perlu
untuk  lembaga,  dengan  ketentuan tic
bertentangan dengan pedoman dasar dan pdor
rumah tangga lembaga, S
Pengurus  berhak  mewakili - lemb

bertindak di dalam dan diluar pengadila

segala aktifitas lembaga, baik
dan hak milik lembaga dan
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2013-
m Kerja LKBH TAIN Bengkulu Tahun
G. Progr?

e ng ada di
m kerja Yya
I)miaan Hukum (LKBH) [AIN Bengkulu telah banyak
n .
ld3?llakukan tinggal melanjutkan program kerja yang
1 ’

relah disepekati bersama oleh pengurus LKBH IAIN

Lembaga Konsultasi

Bengkulu, antara lain:
i Litigasi

. IE;:::E bidgang litigasi ada dua program kerja
kegiatan yang akan dan telah dilakukan selama

LKBH IAIN Bengkulu berdiri, yaitu:

. Pendampingan dalam bidang perkara pidana

Sejauh ini untuk pendampingan dan
pemberian bantuan hukum perkara pidana
tidak terlalu banyak dilakukan oleh LKBH [AIN
Bengkulu dibandingakan dengan perkara
pendampingan di perdata.

b. Pendampingan dalam bidang perkara perdata
Untuk pendampingan dan pemberian bantuan
hukum perkara perdata sangat banyak dan telah
dilakukan oleh LKBH IAIN Bengkulu sejak
tahun berdiri 2013 sampai dengan sekarang,
tetap dan terus berlanjut.

2. Bidang Non Litigasi

Sementara untuk bidang non litigasi banyak

sekali prrogram kerja yang dilakukan, antara lain:
a.  Penyuluhan hukum

b.  Konsulasi hukum
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segala kerusakan yaitu dengan bertakwa, dan ]?uhi
Allah melarang kita untuk saling tolong men S
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dan akhirat dan siapa yang menutupi (aib)

ko b
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duria
 seorang muslim Allah akan tutupkan aibnya di dunia
= dan akhirat Allah selalu menolong hambanya selama
hambanya menolong saudaranya” (H.R. Muslim)® .

Ayat dan hadits di atas telah dijelaskan bahwa

long menolong itu sangat dianjurkan oleh agama
b . menolong itu dalam hal-hal yang bersifat
maupun dalam hal-hal yang bersifat
_ Galah satu bentuk tolong menolong
Juniaan adalah memberikan bantuan
mmmmhhmnyam
1 dalam ayat Al-Qur'an
“‘hmmmh
- bagi masyarakat yang
w m ‘secara
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id il F Au. Werii €.4d0iiis
{0 bemgrons Mahiddi SH MVl Phra HE B0y il oy,

hukum ity sendirl atau jika tidak permohonag, .
gugatan yang, diajukan akan ditolak oleh ""“7/"111.:
padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhy —
prosedural hukum.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 25 1, 1
menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang b“h-&
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kem
hukum vyang adil serta perlakuan yang $am,
dihadapan hukum. Jaminan negara ini kemugd;,,
dijabarkan dalam berbagai undang-umhng e
peraturan yang berkaitan dengan akses masyaray,
terhadap hukum dan keadilan.

Pengadilan juga mempunyai asas aktif membe,-
banmanasasirﬁdicantumkandalamPasalsgmm
UU No. 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 5 ayat 2 UU ngo 14
Tahun 1970 yang berbunyi: “Pengadilan memban;
para pencari keadilan dan berusaha sekmm
mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk
tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan
biaya ringan”®. Pasal 56 UU No. 48/2009 Ten
Kekuasaan Kehakiman dan pasal 60 B UU No. 502
Tentang Perubahan Kedua Atas UU

Tentang Perndlian Agama menycbutkan

Dipindal dengan CamScanner
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Agam&/Mahkamah SYN"

MA yang menje i
yang tercantum dalam :

Tahun 2010) pada bagian Hge
Hukum (Posbakum) yang terce
73. Ringkasnya poin-poin pentt
serta pembentukan Pos Banmm
1. Jenis Jasa yang diberikan

pemberian ~ informasi, konsul '
pembuatan surat gugatan/ pe

2. Pemberian Jasa di Pos Ban

Advokat, Sarjana Hukum, dan Sa jar

3. Pemberi Jasa yang akan bertugas

Hukum ditunjuk oleh Ketua Peng

melalui kerjasama kelembagaan. 1
4. Yang berhak menerima jasa dari Pos I

Hukum adalah orang yang tidak

Cet. ke 1, (Jakarta: PT. Ghalia In

65 0 E
Soerjono Soekanto dkk, Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosial Yu s,

donesia, 1983), h. 14
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! diat »osbal\llm) o aga
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[\Onsult 151 ' l.l_ﬁo kate« tetapi dalam keadaan dl
‘ yang an beo;
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Lv.ldlll l 1l Jﬂtddt' sy akat y ang L gitu
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.mgatld < bany ak ma>. ahnya tahu apa saja
A1 ¢

: ,an Mas S€
apang®® " pelum - posbakum dan LKBH

peran dan fungsinya
a masyarakat yang

LKBH IAIN

rian pantuan hukum terhadap
¢ miskin atau tidak mampu sejak
baga Konsultasi Bantuan Hukum

(LKBH) JAIN Bengkulu dari tahun 2013 sam'pai
dengan sekarang sudah berjalan dan menerima
banyak kasus keperdataan yang tangani.

Menurut salah seorang pengurus LKBH
JAIN Bengkulu ada beberapa cara pemberian
bantuan kepada masyarakat miskin yang dilakukan
oleh LKBH [AIN Bengkulu, yaitu:
1) Masyarakat/Klien berkonsultasi kepada LKBH
2) Masyarakat melakukan pendaftaran (mengisi

formulir dan biodata isediakan
an
o yang dised oleh

3) Mengajukan permohonan secara tertulis
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LKBH melakukan penunjukan

’ Bantwar H

4) Direktur
konsultan
- 5) Klien berkonsultasi be

telah ditunjuk yaitu tentang

officer/ gelar perkara.

D;lan)utkan konsultasi masalah bantuan hukum
hik litigasi maupun non litigasi.

injukan penangan perkara.

s selesai atau perkara selesai

riat mengarrsipkan dan pemberkasan

rsama konsultan yang
pembuatan legall

Tata Cna Penga]uan Bantuan

1 bantuan hukum
Bﬂntuan Hukum
nnya. Dan semua
penuhi terlebih
rian layanan
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(al 0 bertujuan
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ajukan permohon,,
|
Konsultasi g,
1

\ ‘L\H"c” l“'

yang meng,

| embagd

'\I“\s\(ld
yang, ada  dapy

{ukum
At mereka gesual  deng;

,' d,,,,,.'mk.m oleh pihak LKBH

ah seorang, sekretaray

Bantuan
mvmlwnl\.m
yanj
Menurul sal
[ KBH [AIN pengkulu ftry Mike, My
kapkan hahwa setiap yang ingin
ymohonan bantuan hukum

‘mm'(hll'

mengung

mengajukan pe
hak LKBH setelah masyarakat/kelien

ke pi
berkonsultasi kepada kami,  maka
selanjutnya Wlien ~ mengisi  formulir

pendaftaran erlebih dahulu, karena inj
Jdalah syarat utama yang harus dipenuhi
bagi setiap yang ingin medapatkan bantuan
hukum melalui LKBH yang ada secara
Cuma-Cuma.  Hal ini sesuai dengan
peraturan Mahkamah Agung Tahun 2014
bahwa setiap yang akan menerima bantua:;
hukum harus sesuai dengan prosedur yang
ada®, \Dari masyarakat yang mengajukan
bantuan hukum merasa tidak keberatan dan
sangat menerima, dikarenakan dijelaskan

® Etry Mike, MH P Lembaga Konsultasi
ok ’ etugas/ sekretariat | '
ukum (LKBH) IAIN Bengkulu, Wawancarg.i Tanggal 17 Juli 2017 i
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V1 Ag, Weri Gusutansyal,

n“‘lcngkapi dan lhengisi

> ‘l“l‘ ’ | 1
Sete g telah disediakan, piha

ata yan
menerima bantuan hukum

berkas tersebut kepada

mrmulll' d

1
yang akar

erahkan
menye ral |
otariat sesuai dengan persyaratan yap,
allat o

emudian pihak LKBH langsu“g

sekeret
ada, dan Kk i

uku :
memberikan layanan bantuan m yakn;

dengan cara berdisuksi atau dié‘llog terkait

masalah yang dihadapi terkait masa] Y

keluarga, masalah harta benda dan masala},

lainnya.

3) Klien melakukan pengajuan permohononay
bantuan hukum

Pemberian layanan bantuan hukyp,

yang disediakan oleh LKBH TAIN Bengkulu

akan mengkompilasikan  berkas  perkara

penerima layanan Bantuan Hukum yang ad,
terdiri dari:

a) Formulir permohonan,
Formulir permohonan diisi oleh pihak
yang mengajukan, yakni diisi sesuaj
aturan yang dibuat oleh pihak LKBH
yakni disesuai dengan permasalahan yang

akan diajukan,
b) Df)kumen persyaratan - sebagaimana
dimaksud dalam pasal 22 ayat (2).
Terkait Masalah dokumen
Persyaratan

it mutlak  dan  harus
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IE pa::l""f“" Bantuan SREREEE S
5 disiapkan oleh pihak yang mengajukan/

B pemohon bantuan hukum.

¢) Pernyataan  telah diberlakukannya

layanan yang ditandatangani oleh LKBH
dan penerima layanan.

Setelah semua berkas dan formulir
diisi, pihak yang mengajukan layanan
bantuan hukum membuat pernyataan.

d) Penerima layanan Bantuan Hukum yang
i disediakan oleh pihak LKBH selanjutnya
- diserahkan ke Posbakum yang ada di
- Pengadilan Agama.
Sy - sty Menurut salah seorang
% LKBH IAIN Bengkulu, setelah
- menerima berkas, formulir dan surat
ataan dari pihak pemohon bantuan
X fis LKBH IAIN  Bengkulu
'h Pos Bantuan Hukum
n Amﬁ

layamn



NI Hukun [
JH it

1) Persyal

hadap Viasyarahal Mishin

atan Yang Harus Dipenuhi
a Pos Bantuan

Untuk Mendapatkan Jas
Pengadilan

Hukum (Posbakum) di
ma Kelas I A Bengkulu |

Yang berhak menerima jasa darl
Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah
pencari keadilan, terdiri dari perorangan
atau sekelompok orang yang secara
ekonomis tidak mampu atau memiliki
kriteria miskin. Masyarakat yang secara
obyektif membutuhkan bantuan hukum,
maka Pos Bantuan Hukum di Pengadilan
Agama menyediakan jasa secara cuma-
cuma atau gratis, dengan biaya yang
dibebankan kepada Mahkamah Agung
Republik Indonesia. Maka mereka yang
tidak mampu dari sisi ekonomi wajib

Aga

melampirkan dokumen sebagai berikut:

» Harus melampirkan surat keterangan
tidak mampu (SKTM) yang
dikeluarkan oleh Kepala
Desa/Lurah/Kepala Wilayah
setingkat yang menyatakan bahwa
benar yang bersangkutan tidak
mampu membayar perkara, atau
Surat Keterangan Tunjangan Sosial
lainnya seperti Kartu Keluarga
Miskin (KKM), Kartu Jaminan
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; HuI\NHf ,(.,-]“1,!,”) -\hts\l[cfhf’\lfl Miskin
o Ban i
Deridn

etapi ind demi tercapainya proses peradilan yang
efektif dan efisien baik dalam hal waktu .dan
biaya”. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) tidak
har‘wa membantu masalah perkara, namun dapat
; ugé; menjadi tempat masyarakat meminta
konsultasi hukum terhadap permasalahan yang
terjadi. masyarakat yang selama ini mengalami
masalah komunikasi dalam hal menyelesaikan
perkara di pengadilan agama akan mendapatkan
kemudahan dengan datang ke Posbakum di
Pengadilan Agama. Setelah para pihak pencari
teadilan telah memenuhi persyaratan, adapun
jenis layanan yang bisa diperoleh pada
Posbakum yakni bantuan berupa pembuatan
dokumen yang dibutuhkan untuk memperlancar
jalannya persidangan, seperti pembuatan surat
gugatan atau permohonan, dan bantuan berupa

informasi, konsultasi serta advis hukum.
2. Pemberian Bantuan Hukum di Pos Bantuan
Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama

Pemberina bantuan hukum Posbakum sama
dengan yang ada di LKBH IAIN Bengkulu hal ini
sesuai dengan 32 PERMA No. 1 Tahun 2014, yakni
dimulai dari pengajuan bantuan hukum sampai

dengan pendampingan hukum di Pengadilan.

\

70

Betra Sarianti Qid:
(Posh ranti Sidik ' i
20187 akum) Pengadila Ik Aulia, Petugas di Pos Bantuan Hukum

n Agama Kelas 1A Bengkulu, Wawancara. Tanggal 17 Juli
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1a beberapa jasa yang diberil

Selain 1ty

ashbakum sperti yang dijelaskar
selaku petugas yang ada {i Pos Bantuar
Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu Ses: : 1Ky,
ada empat jasa utama yang diberikar ok M
Pos Bantuan Hukum (P sbakum) vane e Fanal

Pengadilan Agama Keslas 1 A benel
umumnya ‘\uitu"iz
a. Informasi

Seperi telah disinggung di at

-
e

w

L~

S

W

N

satu jasa yang diberikan oleh Pos R
. h Pos B

;nl

™.

v

Hukum (Posbakum) di Pengadilan =

ARt S
« AV 2 T

s 2
< R

Kelas I A Bengkulu adalah memberik

il]fﬂl'l]]dh‘i \dl]\‘, *\‘]\‘-‘- l‘t‘\iil sell ‘}.' a
. < - - \Iu".\.‘.‘

<

N . . \S“‘“:
ingin mengajukan permohonan penyel 3
‘ CSanan
perkara di Pengadilan Agama Kelas 1 ‘
. Y LR B ‘ ‘.\
Bengkulu melalui jalur Pos Bantuan Huk
) _ . ¢ um
(Posbakum) di Pengadilan Agama Kelas 1 \
. \\‘ X ‘5 | g
Bengkulu  tersebut, Informasi  ini sepert
tentang, prosedur dan persvaratan vang haru
§ ; by ‘ ’
di penuhi oleh setiap v
| P vang ingin mengajukan
permohonan - bantuan hukum  melalui Pos
Bantuan  Huk '
. tm wh ‘
(Fosbakum) vang ada &

1Y )
Pengadilan Apama Kelas T A Bengkulu

| \ L i
oA Aot 1 Potigan o Pos Bantnai Fhkam (IOSEAKUA) Pt
i Betan A Bongbals, Wawaneam Tanggal 17 hali 201
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hadap Masyarahal Mishin

yan Huhkum el

. Bant

b Konsultasi .
' Menurut Ansort.

artian bahwa setiap yang ingin
mengajukan permohonan bantuan hukumnya
kepada pihak Pos Bantuan Hukum (Posbakum)
an terlebih dahulu apa yang
menjadi duduk perkara yang mereka hadapi”.
penting bagi mereka yang ingin
saikan perkara atau permasalahannya

Agama Dbaik berupa masalah
hak asuh anak, itsbat nikah
ataupun permasalahan yang berhubungan
dengan keluarga yang mereka sedang hadapi.
Menurut Pujianti, mengetahui permasalahan

ang mereka hadapi adalah salah satu

yang sed
hal yang sangat penting untuk dilakukan
karena ini akan menyangkut bagaimana cara

penyelesaian perkara itu sendiri nantinya”.

¢. Advis
Advis disini bisa diartikan sebagai saran,

artinya adalah ~ bantuan hukum  yang
disediakan oleh pihak Pos Bantuan Hukum
(Posbakum) di Pengadilan Agama adalah
memberikan masukan atau saran hukum

F, konsultasi disini

dalam

dapat menceritak

Ini
menyele
di Pengadilan

cerai gugat

kepada mereka yang mengajukan permohonan

” Ansori F. P :
el b flftugas di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan
: ™ Pujianti gp;'n‘:f Wa\yancara Tanggal 17 Juli 2017
5ma Kelas IA Ber, = gas di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan
gkulu, Wawancara. Tanggal 17 Juli 2017

Agama K
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pr. tmam M4 , kepada pihak Pos Bantuay,
| Ny« ; p
kumn? vang ada di Pengadllan

an hu

pantuan l\uﬂﬂ . L S

Hukum (I oslu: \ sengkult hal ini diberikg,
s 11 '

Celas :
- tindak l;]iut s Rudige
Petikan wawancaranya
ng mengajukan perkary
Mh“.'d S,ep ¢ Bantuan Hukum (Posbakum) gj
e plha.l\ 0;1\ ama Kelas 1 A Bengkulu tidak
I’engadllan & langsung diarahkan  untyk
penyelesaian perkara d;

‘.\gam«\

I y ]
L l‘l(\ll‘ l(‘l‘},k(

an dalam

dari konsultasi yang

telah

men_\‘obutk |
tiap orang Y2

serta merta

ses
mempercepat pro ' |
peng::lilan namun mereka juga memberikan

caran atau jalan keluar yang lebih baik™,
Contoh dalam kasus perceraian, mereka tidak
langsung merekomendasikan untuk langsung
membuat surat gugatan, namun memberikan
saran yang memungkinkan mereka untuk tidak
terburu-buru dalam mengambil sikap, karena
jika perceraian itu sudah dilakukan maka akan
banyak  berdampak . pada  hubungan
kekeluargaan kedua belah pihak yang
melangsungkan perceraian tersebut nantinya.
d. Pembuatan Surat Gugatan

Pembuatan surat gugatan adalah salah satu

dari beberapa jasa yang disediakan oleh Pos Bantuan

Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Kelas I A

" Rusdi F, SH. Advokat di Pos Ban ukum engadilan Agama
’ tu s ”
Kelas 1A Bengkulu, Wawancara. Tanggal 17 Juli ;311; g e
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Hal ini diberikan untuk menghindari

[u. Lo o
Bengk:nya kesalahan yang akan terjadi dalam
ban}’;‘ tan surat gugatan itu sendiri. Masyarakat
Pem u

kurang memahami hukum terkadang akan
yangl'tan untuk membuat surat gugatan yang
kesull

. 4i salah satu dokumen penting jika seseoraf\g.
menjad! \1ein mengajukan perceraian. Karena ini
tefSeb“lt liai pemahaman dan ketelitan sehingga
3]:;:r;eminimalisir kesalahan yang akan terjadi

atannya”.
dalan]lazzm:al:\tuan yhukum di Pengadilan Afgam‘a
lebih kepada penyelesaian syarat administrasi ::;a]a
sampai perkara yang akan diajukan ke l?ce.ngadllan
Agama tersebut diterima dan dapat disidangkan
dimuka pengadilan sebagai akhir dari setiap perkara
yang akan diselesaikan nantinya. Hal ini bukan
tanpa alasan mengapa dari pihak Pos Bantuan
Hukum (Posbakum) di pengadilan Agama Kelas I A
Bengkulu mempunyai banyak keterbatasan dalam
memberikan  bantuan hukumnya. Biaya yang

terbatas  yang  disediakan oleh  pemerintah,
keterbatasan ~ waktu

untuk  melayani ~ setiap
permasalahan  yang  diajukan  dan banyaknya
Permintaan yang masuk ke Pos Bantuan Hukum

(Posbakum) ke Pengadilan Agama Kelas I A itu
sendiri, _

\
% s
Kelas o Rudi F, gy,

'gkuly, W&wanea_m nggal 17 Juli

Ad .
vokat di Pog Bantuazt(i) Hukum di Pengadilan Agama
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Jadl et Lo atan kurang mamp, | “a |
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a PERMA No. | Tahun 2014 Yk
N v i
\ permohonan Bantuan, mengis) “""ml |

uwug«l““‘ | berlak It
ketentuan yang  beriaky, '“"'“as

o mengliut lal nerd
ar m menerir .
prosedur dan tata cara daia na bdmu,"

hukum. -
Dari hasil wawancara dengan Direktyy LKy

JAIN Bengkulu (Masril, SH., MH) pemmberia,
pantuan hukum kepada masyarakat miskip -
kurang mampu tetap berjalan, akan tetapi semer; 1
menjadi bagian dari pengurus LKBH TAIN Bengkuyl,,

belum ada masyarakat yang memohon penga;
untuk dilakukan pendampingan”.

“\\“.\\ \h‘“"\

B. Tanggapan/respon Masyarakat Penerima Bantua,
Hukum oleh LKBH IAIN Bengkulu |

Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH)
IAIN Bengkulu sejak Dberidiri tahun 2013 sampaj
sekarang masih menerima dan membenmm
hukum  kepada  masyarakat an
miskin/mampu.  Berikut tanggapan/
masyarakat penerima bantuan hukum.

g

™ Masril, Direktur LKBH AN




o o

[erhadap Ma syarakat Mishkn
e Hukum
oy

Pfo“d dan Tata cara Pengajuan Bantuan
oku di LKBH IAIN Bengkulu.

Dari hasil wawancara dengan salah
seorang penerima bantuan hukum mengatakan
r a, pelayanan bantuan hukum yang diberikan
; d‘h LKBH IAIN Bengkulu sangat baik dan sesuai
. ur yang ada. Seperti mulai dari
 mpaian berkas petugas LKHB IAIN Bengkulu
= t respon dan tanggap sekali dengan situasi
7 oadaan ketika kami sampai yang disambut
77

e

‘Berbeda dengan Bapak Ujang, petugas
AIN Bengkulu sangat merespon sekali
n-keluha ‘,wg‘myamlpaikan,danmereka
ri bahws kami datang ke LKBH IAIN
ngga kami dibantu  sampai
umi tersebut tuntas, mulai dari
formulir sampai
ukum yang ada di
hds S
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ST

kusi/ dialog sebab dilakukan g;

mengadakan dis

.| ini sarana atau tem
agak umum, hal 1 pat

> at yang 1 1
tempat yang pada saat itu dilakukapn

konsultasl bantuan hukum

ditempat yang lain, bukan diruang khusus LKBH
e al

IAIN Bengkulu™.
Gekali lagi kami atas nama masyarakat

sangat berterima kasih dengan adanya LKBH IAIN
Bengkulu, selain memberikan bantuan layanan
hukum, pihak LKBH memberikan masukan dan
nasehat yang sangat baik terkait permasalahan yang
sedang kami hadapi. Sehingga permasalahan kamj
tidak sampai ke jalur pengadilan®.

Pemberian Bantuan Hukum di Pos Bantuan
Hukum di Pengadilan Agama.

Keberadaan pastinya sangat bermanfaat
bagi mereka - mereka yang akan mencari keadilan
namun mereka awam akan hukum. Disanalah
peran atau kinerja Posbakum akan berjalan. Oleh
karena itu ada setiap Pengadilan Agama dibentuk
el
harus dimiliki oleh r a‘ P i ey

; setiap Pengadilan Agama, maka
pihak Pengadilan Agama juga h :
e it Juga harus menyediakan

agi Posbakum itu sendiri !

Jenis Jasa Hukum dalam Posbakum berupa:




it But!

a.

b.
- Advis.

d.

- tugas terse

mem

a.

dituntut secara perdata maupun pidana dalam
memberikan  Bantuan Hukum yang menjadi
tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad

. Hukum lethadap Masyarakat Mishin
et

pemberian [nformasi.

KonSUltaSi.

Pembuatan surat gugatan, |
posbakum sendiri dalam melaksanakan tugas

but Posbakum Pengadilan Agama juga
punyax berkewajiban untuk:
Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara
yang digunakan untuk pemberian Bantuan
Hukum berdasarkan Undang-Undang, :
Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau
keterangan yang diperoleh dari Penerima
Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang
sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh
undang-undang.
Memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima
Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara
yang ditentukan dalam Undang-Undang ini
sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan
yang sah secara hukum.82

Selain itu keberadaan Posbakum tidak dapat

baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan

‘Sesuai Standar  Bantuan Hukum  berdasarkan
et

" Pasal 1,

Tahun 2011

Bmmlmbw Negara Undang-Undang Republik Indonesia No.16
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Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan
nai (BLT); atau

san tidak mampu membayar jasa
dibuat dan ditandatangani oleh
Hukum dan diketahui oleh

ian B.mm

Keluarg?
gsung Tu
gurat pernyat
advokat yang
« Pemohon Bantuan
;Ketua pengadilan Agama.
but tidak jauh beda dengan yang

~ Hal terse
e pada undang - undang No.16 tahun 2011

kan bahwa untuk memperoleh bantuan

g menyata
,, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi

varat:
ajukan permohonan secara tertulis yang

risi sekurang _kurangnya identitas pemohon
uraian singkat mengenai pokok persoalan

mohonkan Bantuan Hukum.

.an dokumen yang berkenaan dengan

B at keterangan miskin dari lurah,

gkat di tempat tinggal pemohon
it TUALE L Tk :

Hukum tidak
n secara tertulis,
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T pantuan hukum kepada masyarakat
ddakukan oleh LKBH TAIN Bengkulu
ﬁmgan PERMA No. 1 Tahun 2014,
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g dilakukan oleh
: gan
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Akat miskin yan
Bengkulu telah sesuai den
R014, yaitu dengarn cara,
M) nsultasi; masyarakat
mele mengisi formulir;
masyée an: Direktur
melaku cnanganan
perkara b campai

dengan kast gkulu
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bersifat terbuka ggi yakni
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pengajuan permohc klien dalam

kasus/perkera
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Dr. Imam Mahdi, SH.MH, nrs.u..su;mnlr-

m sebagaimana dimaksud dalam

2011 Tentang Bantuan
ntuan hukum

atau advokat lainnya
memberikan Bantuan Hukum Cuma-
cuma.

mpaikan oleh

Sepertl yang disa
Direktur LKBH JAIN Bengk

Mahadi, SH., MEH) setelah se
k berkas ke P08 Bantuan Hukum yang
a salah seorang

Bengkulu akan
yakni dengan

ulu (Dr. Imam
muanya sudah

masu
ada di Pengadilan mak

petugas dari LKBH IAIN

melakukan pendampingan
cara memberikan pendampingan terkait

| masalah yang dihadapi sampai dengan
t. ; | ’:  : - proses persidangan@. Dan kemudian setelah
’ iprige  semua berkas dari LKBH IAIN Bengkulu
b dut] wm‘dahhlengkap,maka ‘dilanjutkan ke Pos




syal, MKy

0O 3 el
_undangan atau Kode FEtik

P(‘l'll nddl‘?v

per aturan
enjadi pelaksana

:\d\‘ﬂl\di.

Ada beberapad syarat untuk m .
program posbakum di Pengadllan Agama,
Diantaranyd adalah:

Berbentuk badan Hukum- .

yah hukum pengadllan

a.
Berdomisili di wila
enangani perkara,

b
c. Memiliki pengalaman dalam m
d. Memiliki minimal satu orang advokat.
e. Memiliki staf atau anggota yang nantinya
diperkerjakan di Posbakum, dimana staf atau
4t minimal lulusan sarjana hukum

anggota terseb

syariah.

Lulus tes kwalifikasi yang ditetapkan oleh

pengadilan83
diwajibkan

Pengadilan ~ agama juga

menyediakn ruangan demi berjalannya kinerja dari
Posbakum meski dengan sarana seadanya. Sehingga
mereka para pencari keadilan lebih mudah jika ingin

mendapatkan akses bantuan Posbakum.®
Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan

dan digunakan untuk penyelenggaraan ~ Bantuan
Hukum sesuai dengan Undang-Undang ini

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan

8 P ‘
asal 27, Peraturan Mahkama Agung, No.01 Tahun 2014 Tentang

Tentang Pedoman Pemberian
Meoris em Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak
an
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o Bantuan Hukwm Terhadap Masyarakay Mishiy
ln’f“”
pen

7 gelanja Negara. Pem.beri Bantuan Hukym dilar
3 nenerima atau meminta pembayaran dari p
‘ pantuan Hukum dan/atau pihak 1ain yang terkait
3 ' dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi
G Bantuan Hukum. Karena biaya Oprasional dari
posbakum ditanggung oleh negara, maka mekanisme
~ pengawasan dan pertanggung jawaban Posbakum
 dilakukan oleh Ketua Pengadilan bersama-sama
~ dengan organisasi penyedia jasa bantuan hukum,
Gelain itu Ketua Pengadilan Agama bertanggung
dalam pelaksanaan pemberian bantuan
‘hukum, sedangkan Panitera Pengadilan Agama
embuat buku registrasi khusus untuk mengontrol
sanaan pemberian bantuan hukum. Pemberi
ikum wajib memberikan laporan tertulis
Pengadilan Agama
- Bantuan Hukum yang terbukti
neminta pembayaran dari Penerima
dan/atau pihak lain yang terkait
g sedang ditangani sebagaimana

ang
enerima
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Pemberian pantuan hukum bagi orang yang
tidak mampu dimaksudkan sebagai suatu cara untuk
memperbaiki ketidak seimbangan sosial. Seseorang
yang mengajukan pemohonan untuk  mendapat
pantuan hukum harus menunjukkan bukti - buktj
tentang kemiskinannya, misalkan  dengan
memperlihatkan suatu pernyataan dari Lurah yang
disahkan Camat, mengenai penghasilannya yang
rendah atau orang tersebut sama sekali tak
berpenghasilan dan keterangan- keterangan lain yang

berhubungan dengan kemiskinan.
Yang berhak mendapatkan jasa dari Pos

Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu

membayar jasa advokat terutama perempuan dan

anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik
sebagai terdakwa maupun tersangka.®”

Syarat untuk mengajukan  permohonan

~ pemberian jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah
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" penberi” gantuan |
BAB III
PROFIL LKBH IAIN BENGKULU

i Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
ulu eberdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor

(m\piﬂ Fakultas dan Program Pascasarjana,
iltas Syanah, Fakulms Tarbiyah dan Tadris,
. dan Dakwah, Fakultas

(EEBI) ‘dan PTOgram
am O ’

3 s R

PREL Sndis . LY
m‘ﬁ‘ft‘ Ko
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8
 penbertt

" Bantuarn Hukume Te

secara detail dan kekeluargaan sehingga

mudah dipahami dan dimengerti.
Memang ada salah satu penerima

pantuan hukum yang sangat perlu sekali
dijelaskan, sebab  keterbatasan latar
pendidikan sehingga harus dengan pelan
dan pasti menjelaskan terkait prosedur dan
' tata cara menerima bantuan hukum.
Dan walapun terbatasnya tempat
ﬁh dan sarana prasarana, namun proses
mlma bantuan bagi masyarakat miskin
jerjalan sesuai dengan aturan yang

suai dengan ketentuan yang

BF m k,hm berkonsultasi



